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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan 

rahmat- Nya, sehingga Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dapat menyelesaikan penyusunan 

Dokumen Rencana 

Pada dasarnya, Laporan Bulanan memuat hasil dan capaian kontrak 

kinerja pada tahun anggaran yang berjalan setiap bulannya, selanjutnya akan 

disusun menjadi LAKIP. Akhir kata, semoga Dokumen Rencana Aksi atas 

Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini bermanfaat dan dapat 

digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan 

serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan urusan Perdagangan, 

Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten  Kebumen 

 
 
 

Kebumen, 2 Januari 2024 
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN 

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN KEBUMEN 

 
 
 

Drs UDY CAHYONO, M.Si 
Pembina Utama Muda 

NIP. 196702261986071001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sebagaimana yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, PERMENPAN-RB 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan 

kinerja dan tata cara Reviu atas laporan kinerja. 
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BAB I PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang   

Setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi 

pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata kepemerintahan yang 

baik (Good Governance), yaitu suatu konsepsi tentang penyelenggaraan 

kepemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip antara lain : 

keterbukaan/transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, responsivitas, 

menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, serta membuka partisipasi

 masyarakat. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan agar 

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Kebumen dapat menjaga keselarasan antara tradisi, proses 

pengambilan keputusan, kemampuan pegawai serta kebutuhan seluruh 

stakeholder utamanya masyarakat luas sehingga mampu menjadi organisasi 

yang berkinerja tinggi. 

Da la m  rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan 

dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata 

sehingga penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat 

berlangsung secara efektif, efisien, bersih dan bebas dari KKN. Untuk itu sesuai 

dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah menentukan yang mengamanatkan bahwa setiap kegiatan dan hasil 

akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan 

tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Kebumen juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan 

penyelenggaraan perencanaan dan kegiatan pembangunan yang telah 

dilaksanakan kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

Penerapan sistem akuntabilitas yang dilaksanakan berpedoman pada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

 
1.2. Maksud dan Tujuan 

Rencana aksi Atas Perjanjian Kinerja yang merupakan tindak lanjut suatu 
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janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah 

kepada atasan langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator 

Kinerja Utama, target per triwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu 

tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna 

mencapai hasil (outcame). Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana aksi 

terhadap Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi adalah : 

1) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi; 

2) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik; 

dan 

3) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,  

transparatif dan akuntabel. 

Sedangkan tujuan khususnya adalah : 

1) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah; 

2) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan 

pemberi amanah; 

3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan 

sasaran instansi pemerintah; 

4) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan 

5) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sangsi. 

 

1.3. Dasar Hukum  

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;; 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 
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2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen 

Tahun 2021-2026; 

9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 154 Tahun 2021 Tentang Indikator 

Kinerja Utama Pemerintah Daerah Dan Perangkat Daerah Kabupaten 

Kebumen Tahun 2021-2026; 

10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Rencana 

Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026; 

11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 154 Tahun 2021 Tentang Indikator 

Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten 

Kebumen Tahun 2021-2026; 

12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kebumen; 

13. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Pasar; 

14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Metrologi Legal. 

15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, 
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Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. 

 
1.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi   

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Kebumen merupakan SKPD yang melaksanakan sebagian 

urusan Pemerintah Daerah baik berupa azas desentralisasi, dekonsentrasi 

maupun tugas pembantuan di bidang Perdagangan dan Perindustrian yang 

pelaksanaannya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan 

sebagai perwujudan dan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten 

Kebumen. Dalam pencapaian kinerja harus terukur dan dituangkan dalam 

Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen untuk dijabarkan ke dalam 

rencana Kerja serta dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan setiap tahun 

sebagai bahan evaluasi kinerja. 

1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi 

 Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Kebumen 

Nomor 119 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi 

Usaha Kecil dan Menengah, sebagai berikut : 

1) Tugas Pokok 
Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah Kabupaten  Kebumen mempunyai tugas membantu 

Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan, 

Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 

2) Fungsi 
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Dinas 

Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Kebumen menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut : 

a. penyusunan rencana dan program di bidang perindustrian, 

sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan 

koperasi, usaha kecil dan menengah; 

b. perumusan kebijakan di bidang perindustrian, sarana 

perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, 

usaha kecil dan menengah; 

c. pelaksanaan koordinasi di bidang perindustrian, sarana 
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perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, 

usaha kecil dan menengah; 

d. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, sarana 

perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, 

usaha kecil dan menengah; 

e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, 

sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan 

koperasi, usaha kecil dan menengah; 

f. pelaksanaan administrasi Dinas; 

g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Dinas; dan 

h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati. 

1.4.2. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan 

Koperasi,   Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen  

Bagan susunan Struktur organisasi Dinas Perdagangan, 

Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan 

Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen No. 119 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah,  terdiri dari: 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Keuangan 

c. Sub Koordinator Perencanaan 

3. Bidang Perindustrian 

a. Sub koordinator Pengelolaan Informasi Industri 

b. Sub koordinator Pembangunan Industri 

c. Sub koordinator Pengendalian Industri 

4. Bidang Pengembangan Perdagangan 

a. Sub koordinator Pengelolaan Sarana Perdagangan 

b. Sub koordinator Pengembangan Sarana Perdagangan 

c. Sub koordinator Pemberdayaan Pengelola Sarana Perdagangan  

5. Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 

a. Sub koordinator Koperasi 

b. Sub koordinator Usaha Kecil dan Menengah 
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c. Sub koordinator Kelembagaan dan Informasi 

6. Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) 

Untuk Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) dibawah 
kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil 
dan Menengah Kabupaten Kebumen, terdiri atas : 

a. UPTD Pasar I; 

b. UPTD Pasar II; 

c. UPTD Pasar III; 

d. UPTD Pasar IV; 

e. UPTD Metrologi Legal Kebumen. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

Struktur Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang 

dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen No. 119 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta 

Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil 

dan Menengah, terdiri dari: 

 

 
Gambar 1.1  Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 
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BAB II 

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA 
 
 2.1. Tujuan dan Sasaran  

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten  Kebumen yaitu “Semakin 

Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat” dan untuk menjalankan misi 

yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menetapkan 

tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan 

dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di 

Kabupaten Kebumen dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran 

merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun 

anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang 

telah ditetapkan. 

Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah 

dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan 

Misi Kabupaten Kebumen. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam 

kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah 

ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci 

keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi. 

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk 

sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran 

menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu 

melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat 

dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan). 

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu : (1) sasaran tahunan; 

dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin 

dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan melalui 

Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus 

mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. 

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja 

Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2024. 

  2.2. Indikator Kinerja Utama   
Di dalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang 

melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok 
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dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja 

merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan 

komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai 

keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan 

kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya. 

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif 

yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang 

telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik 

secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur 

untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan 

sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja aka 

diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian 

khusus. 

Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi 

pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga 

perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau 

unit kerja di bawahnya. Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Indikator 

Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 menggunakan indikator 

kinerja pada tingkat outcomes atau output penting dan menggambarkan ukuran 

keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Setelah 

menetapkan Indikator Kinerja Utama setiap instansi pemerintah diharuskan pula 

untuk menetapkan penjelasan/perhitungan yang hendak dicapai sesuai dengan 

sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. 

Dengan demikian, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 

PER/09/M.PAN/5/2007 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 

PER/20/M.PAN/11/2008 tentan Rekomendasi LAKIP, LPPD dan LKPJg 

Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap 

pejabat menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari 

suatu tujuan dan sasaran strategis. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen guna mewujudkan 

ukuran keberhasilan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi 

dan dapat dilihat dalam Lampiran Indikator Kinerja Utama. 
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BAB III PENUTUP 

 

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah 

Kabupaten Kebumen ini merupakan tindak lanjut tekad dan janji rencana kinerja 

tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Dengan demikian 

rencana aksi terhadap perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus 

diwujudkan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah Kabupaten Kebumen sebagai penerima amanah dan pada akhir 

tahun yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja. Dokumen 

Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian 

dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen ini diharapkan 

dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan 

para Kepala Perangkat Daerah serta dapat memacu bawahannya untuk lebih 

meningkatkan kinerjanya dan mampu menunjukkan serta 

mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasnya dan kepada masyarakat. 

Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun 

manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan 

berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan 

kesejahteraan rakyat. Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu amanah yang 

tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi. 

Dengan demikian Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja 

Perubahan ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang 

diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Akhirnya kami 

mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen atas partisipasinya dalam 

penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari 

sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan 

sebagaimana mestinya. 

Kebumen, 2 Januari 2024 
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
Kabupaten Kebumen 

 
 
 
 

Drs UDY CAHYONO, M.Si 
Pembina Utama Muda 

NIP. 196702261986071001 



I II III IV TW I TW II TW III TW IV ESL III ESL IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 25.620.383.272,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.502.882.000,00

I Tujuan : Meningkatnya Kegiatan ekonomi Sektor sekunder URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 7.502.882.000,00
1, Meningkatkan 

presentase koperasi 
sehat dan usaha kecil 
Menengah yang 
berkualitas 

Persentase Koperasi 
Sehat

% 33,33 33,33, PROGRAM PENGAWASAN DAN 
PEMERIKSAAN KOPERASI

Persentase Koperasi Sehat - 53,33 % 17.715.000,00

Pemeriksaan dan Pengawasan 
Koperasi, Koperasi Simpan 
Pinjam/Unit Simpan Pinjam 
Koperasi yang Wilayah 
Keanggotaannya dalam Daerah 
Kabupaten/ Kota

Jumlah koperasi akuntabel - 90 Koperasi 17.715.000,00

Pelaksanaan Proses Pemeriksaan 
dan Pengawasan Koperasi yang 
Wilayah Keanggotaannya Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Koperasi yang telah 
dilakukan Pemeriksaan dan 
Pengawasan

Pemeriksaan dan Pengawasan 
Koperasi 

Mei 2024 85 Unit Usaha 16.072.000 23,29% 16,30% 60,41% 0,00% Sub koordinator Koperasi

2, PROGRAM PENDIDIKAN DAN 
LATIHAN PERKOPERASIAN

Persentase SDM Koperasi yang 
Kompeten

- 36,08 % 265.690.000,00

Pendidikan dan Latihan 
Perkoperasian Bagi Koperasi yang 
Wilayah Keanggotaan dalam 
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan pendidikan dan 
pelatihan perkoperasian yang 
diselenggarakan

- 4 Kegiatan 265.690.000,00

Peningkatan Pemahaman dan 
Pengetahuan Perkoperasian serta 
Kapasitas dan Kompetensi SDM 
Koperasi

Jumlah SDM yang Memahami 
Pengetahuan Perkoperasian

Pelatihan SDM koperaasi Januari - 
Desember

150 Orang 165.297.000 19,87% 24,71% 24,54% 30,89% Sub koordinator Koperasi

Belanja P2K 6 orang Januari - 
Desember

3, Persentase Usaha Kecil 
Menengah yang 
Berkualitas

% 10,27 10,27 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 
PERLINDUNGAN KOPERASI

Persentase Advokasi kepada 
Koperasi

- 44,38 % 1.145.730.000,00

Pemberdayaan dan Perlindungan 
Koperasi yang Keanggotaannya 
dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Koperasi yang mengikuti 
kegiatan pemberdayaan dan 
perlindungan koperasi

- 120 Koperasi 1.145.730.000,00

Pemberdayaan  Koperasi dengan 
Keanggotaan Daerah 
Kabupaten/Kota

Koperasi dengan Keanggotaan 
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Unit Usaha yang Telah 
Menerima Pembinaan dan 
Pendampingan Terhadap Usaha Mikro

120 Unit 
Usaha

120 Unit Usaha 1.136.543.000 0,54% 72,64% 0,43% 26,40%

4, PROGRAM PEMBERDAYAAN 
USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, 
DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Persentase Peningkatan UMKM 
yang Berkualitas

- 11,74 % 2.930.448.000,00

Pemberdayaan Usaha Mikro yang 
Dilakukan Melalui Pendataan, 
Kemitraan, Kemudahan Perizinan, 
Penguatan Kelembagaan dan 
Koordinasi dengan Para 
Pemangku Kepentingan

jml usaha mikro yg terbina - 384  usaha 
mikro

2.930.448.000,00

Fasilitasi Kemudahan Perizinan 
Usaha Mikro

Jumlah Usaha Mikro yang Telah 
Mendapatkan Perizinan; Jumlah 
Usaha Mikro yang Telah 
Mendapatkan Perizinan

Jumlah bintek pengembangan 
kapasitas umkm/ Pelatihan Publik 
Speaking dan Copy Writing 2 kegiatan 
@ 35 orng

Februari, 
Mei 2024

120 Unit 
Usaha; 220 
Unit Usaha

68.505.000 32,14% 43,95% 15,60% 8,30% Sub koordinator 
Kelembagaan dan 
Informasi

Fasilitasi Pembuatan NIB bagi UMKM 4 
kegiatan @ 65 orang

Februari, 
Mei 2024

Pemberdayaan Kelembagaan 
Potensi dan Pengembangan 
Usaha Mikro

Jumlah Unit Usaha yang Telah 
Menerima Pembinaan dan 
Pendampingan Terhadap Usaha 
Mikro

Jumlah ukm yg memiliki sertifikasi dan 
standar mutu produk

Juli 2024 14 Unit Usaha 43.195.000 0,00% 0,00% 94,86% 5,14% Sub koordinator 
Kelembagaan dan 
Informasi

Bantuan Sosial Barang KELOMPOK 
USAHA KARYA MUDA MAKMUR

Juli 2024

5, PROGRAM PENGEMBANGAN 
UMKM

Jumlah Usaha Mikro yang 
Meningkat Omsetnya

- 50 unit usaha 3.143.299.000,00

Pengembangan Usaha Mikro 
dengan Orientasi Peningkatan 
Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

jml UKM yang meningkat skala 
usahanya

- 300 UKM 3.143.299.000,00

Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang 
Terfasilitasi

Belanja P2K 6 orang Januari - 
Desember

250 Unit Usaha 2.105.414.000 25,83% 40,72% 19,58% 13,87% Sub koordinator Usaha 
Kecil dan Menengah

Pelatihan Penguatan Kelembagaan 
Inkubator 12 orang
Inkubasi Bisnis 
Subsidi kepada 6 BUMD
Bantuan Sosial kepada Individu 56 
orang
Belanja 2 PC dan sarana prasarana 
inkubator

II Tujuan : Meningkatnya Kegiatan ekonomi Sektor tersier URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 18.117.501.272,00
Meningkatnya PDRB 
ADHB Sektor 
Perdagangan

Persentase 
Peningkatan PDRB 
ADHB Sektor 
Perdagangan

% 5,42 5,42 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 16.649.803.272,00

1, PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

- Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

- 10.146.450.272,00

Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah

- Mengkoordinasikan penyelenggaraan 
Frorum Perangkat Daerah, Rakor POP/K 
dan Penyusunan Dokumen 
Perencanaan

- 42.537.000,00

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Forum OPD, 
Menyelngggarakan Forum Perangkat  
Daerah

Januari - 
Desember

10 Dokumen 15.000.000 37,95% 19,06% 19,06% 23,93% Sub Kordinator 
Perencanaan

Menyelenggarakan Rakor POP/K 
Triwulanan

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

NO
Tujuan dan Sasaran 

Strategis
Indikator Kinerja Satuan

Target 
Kinerja

Triwulan
URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN
INDIKATOR

4 5
AKTIVITAS KEGIATAN

WAKTU 
PELAKSANA

AN

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA JADWAL PELAKSANAAN KETERANGAN (STRUKTURAL) 
  

BULAN

6 7 8 9

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) 

TAHUN 2024

KEPALA BIDANG 
KOPERASI USAHA 

KECIL DAN 
MENENGAH

SEKRETARIS

10 11 12TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3
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NO
Tujuan dan Sasaran 

Strategis
Indikator Kinerja Satuan

Target 
Kinerja

Triwulan
URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN
INDIKATOR

4 5
AKTIVITAS KEGIATAN

WAKTU 
PELAKSANA

AN

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA JADWAL PELAKSANAAN KETERANGAN (STRUKTURAL) 
  

BULAN

6 7 8 9 10 11 12TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3

Menyusun RKA Perubahan tahun 
berjalan
Menyusun DPA Perubahan tahun 
berjalan
Menyusun Renja tahun berikutnya
Menyusun RKA tahun berikutnya
Menyusun DPA tahun berikutnya
Melaksanakan pembayaran jasa 
tenaga non ASN/P2K

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

Menyusun laporan Keuangan tahun 
sebelumnya/LKPD

Januari - 
Desember

6 Laporan 15.000.000,00 3,33% 27,44% 23,73% 45,49% Sub Kordinator 
Perencanaan

Menyelenggarakan Rapat Evaluasi 
Bulanan/Rakor POP/K triwulan dan 
Penyusunan Laporan Keuangan 
Penyusunan Dokumen LKJIP tahun 
sebelumnya
Menyelenggarakan Rapat Evaluasi 
serapan GU
Menyusun Dokumen SAKIP, Cascading 
dan Perjanjian Kinerja
REVIU SOP

Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah

- - Januari - 
Desember

- 9.214.560.272,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN

Jumlah Orang yang Menerima 
Gaji dan Tunjangan ASN

Mengajukan pembayaran Gaji dan 
Tunjangan ASN dan P3K, TPP, Gaji ke-13 
(THR), Gaji ke-14 dan 
Rapel/Kekuraangan Gaji ASN 

Januari - 
Desember

100
Orang/bulan

10.408.421.000 KA SUB BAGIAN 
KEUANGAN

Menyusun SKUM/Gaji  berkala ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan 
SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan 
dan Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD

Honorarium Penanggungjawaban 
Pengelola Keuangan

Januari - 
Desember

6 Dokumen 106.870.000 KA SUB BAGIAN 
KEUANGAN

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang 
Tidak Menghasilkan Pendapatan
Melaksanakan pembayaran jasa 
tenaga non ASN/P2K
Belanja Iuran BPJS Ketenagaan JKK dan 
JKM

Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah

- Mengkoordinasikan pelaksanaan 
kegiatan Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah

- 35.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan

Mengkoordinasikan/Mengajukan 
permohonan/pelaksanaan Pendidikan 
dan pelatihan berdasarkan tugas dan 
fungsinya 

Januari - 
Desember

100 Orang 0,00 KA SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN

Administrasi Umum Perangkat 
Daerah

- Mengkoordinasikan pelaksanaan 
kegiatan Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah

- 150.500.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor yang Disediakan

Belanja Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
(Bohlam, Kabel, Stop kontak, Saklar, 
Baterai)

Januari - 
Desember

12 Paket 10.000.000,00 KA SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan

Menyediakan makan dan minum rapat 
dan jamuan tamu sesuai kebutuhan

Januari - 
Desember

0 Paket 20.000.000,00 KA SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN

Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan yang 
Disediakan

Menyediakan kuitansi pembayaran 
retribusi pelayanan pasar 

Januari - 
Desember

12 Paket 50.000.000,00 KA SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN

Menyediakan keperluan catak baner 
dan penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan

Menyediakan bahan bacaan (koran), 
majalah, dan tabloid

Januari - 
Desember

12 Dokumen 3.500.000,00 KA SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN

Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material 
yang Disediakan

Menyediakan bahan/material berupa 
bahan-bahan lainya, ATK, Kertas, 
Cover, Bahan Komputer dan 
alat/bahan untuk  kegiatan kantor 
lainya

Januari - 
Desember

12 Paket 15.000.000,00 KA SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD

Menyediakan Akomodasi dan uang 
harian perjalanan dinas luar daeraah

Januari - 
Desember

12 Laporan 48.000.000,00 KA SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN

Penatausahaan Arsip Dinamis 
pada SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan 
Arsip Dinamis pada SKPD

Menyediaka keperluan 
penatausahaan arsip dinamis pada 
SKPD

Januari - 
Desember

12 Dokumen 4.000.000,00 KA SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN

Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah

- Mengoordinasikan pelaksanaan 
kegiatan penggadaan barang milik  
daerah penunjang urusan pemerintan 
daerah

Januari - 
Desember

- 13.000.000,00

Pengadaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan

Melaksanakan kegiatan pengadaan 
alat pembersih, personal komputer, 
peralatan komputer dan peralatan 
komputer lainnya

Januari - 
Desember

2 Unit 13.000.000,00 KA SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN

Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah

- Januari - 
Desember

- 435.253.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat

Menyediakan kebutuhan meterai 
untuk kepentingan dinas, dan 
pengiriman paket

Januari - 
Desember

12 Laporan 2.000.000,00 KA SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN

Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik yang Disediakan

Melaksanakan pembayaran tagihan 
jasa komunikasi, sumbder daya air dan 
pembelian token listrik dinas

Januari - 
Desember

12 Laporan 410.253.000,00 KA SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN

Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor yang Disediakan

Melaksanakan kegiatan :
-Pemeliharaan tabung pemadam
-Pemeliharaan Mebel
-Pemelihraraan AC Splite, TV/Monitor
-Pemeliharaan Pirnter
-Pemeliharaan PC/Laptop

Januari - 
Desember

12 Laporan 15.000.000,00 KA SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN

Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan

Menyediakan kebutuhan bahan 
pembersih dan alat kebersihan

Januari - 
Desember

12 Laporan 8.000.000,00 KA SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN

Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

- Mengkoordinasikan pelaksanaan 
kegiatan pemeliharaan baeang milik 
daerah penunjang urusan 
pemerintahan daerah 

Januari - 
Desember

- 240.000.000,00
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Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya

Menyediakan keperluan pemeliharaan 
kendaraan dinas

Januari - 
Desember

74 Unit 200.000.000,00 KA SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN

Menyediakan keperluan BBM 
operasional kendaraan dinas
Melaksanakan pembayaran pajak 
kendaraan dinas

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi

Melaksanakan Pemeliharaan Gedung 
Kantor dan Bangunan

Januari - 
Desember

4 Unit 40.000.000,00 KA SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN

2, PROGRAM PENINGKATAN SARANA 
DISTRIBUSI PERDAGANGAN

- - - 4.851.509.000,00

Pembangunan dan Pengelolaan 
Sarana Distribusi Perdagangan

- - - 3.598.288.000,00

Penyediaan Sarana Distribusi 
Perdagangan

Jumlah Sarana Distribusi 
Perdagangan

Penyediaan Alat kebersihan untuk UPTD 
Alun-alun

Januari - 
Desember

4 Unit 8.354.042.000 Sub koordinator 
Pengelolaan Sarana 
Perdagangan

Penyediaan P2K untuk UPTD Alun-alun
Pemeliharaan 4 UPTD Pasar Kabupaten 
Kebumen
Penyediaan Gerobag, Etalase, Meja 
kursi untuk Kapal mendoan
Pembangunan Pusat Kuliner tahap 3

Fasilitasi Pengelolaan Sarana 
Distribusi Perdagangan

Jumlah Fasilitasi Pengelolaan 
Sarana Distribusi Perdagangan

Belanja BBM Operasional 4 (empat) 
Unit Truk Armroll untuk pengangkutan 
sampah di Pasar-Pasar Kab. Kebumen 
setiap hari

Januari - 
Desember

9 Unit 2.655.815.000 Sub koordinator 
Pengembangan Sarana 
Perdagangan

Penyediaan Bahan dan Peralatan 
Kebersihan untuk di UPTD Pasar I sampai 
IV untuk memujudkan pasar yang 
bersih, nyaman, dan sehat serta untuk 
mencapai Pasar SNI

Januari - 
Desember

Penyediaan Tenaga P2K (Petugas 
Penunjang Kegiatan):

Januari - 
Desember

Penyediaan Tenaga Jasa Operator Alat 
Berat sejumlah 3 orang (Petugas truk 
armroll)

Januari - 
Desember

Penyediaan Tenaga Jasa 
Pengadministrasi Umum dengan total 5 
orang dan dibagi sejumlah 2 orang di 
Bidang dan 3 orang di UPTD Pasar

Januari - 
Desember

Penyediaan Tenaga Pengolah Data 
sejumlah 1 orang di Bidang

Januari - 
Desember

Penyediaan Tenaga Analis Retribusi 
sejumlah 2 orang di Bidang

Januari - 
Desember

Penyediaan Tenaga Juru Pungut 
Retribusi sejumlah 14 orang di UPTD 
Pasar

Januari - 
Desember

Penyediaan Tenaga Kebersihan 
sejumlah 41 orang di UPTD Pasar

Januari - 
Desember

Penyediaan Tenaga Keamanan 
sejumlah 24 orang di UPTD Pasar

Januari - 
Desember

Penyediaan Tenaga Supir 1 orang 
(Petugas truk armroll)

Januari - 
Desember

Pemeliharaan dan service rutin 4 
(empat) unit truk armroll untuk 
mendukung kelancaran pengangkutan 
sampah di pasar

Januari - 
Desember

Pemeliharaan gerobak sampah, 
viar/tossa, dan kontainer sampah untuk 
mendukung kelancaran pengangkutan 
sampah di pasar

Februari,Mei
,Agustus,No

vember

Pembinaan Terhadap Pengelola 
Sarana Distribusi Perdagangan 
Masyarakat di Wilayah Kerjanya

- - - 1.253.221.000,00

Pembinaan dan Pengendalian 
Pengelola Sarana Distribusi 
Perdagangan

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan 
dan Pengendalian kepada 
Pengelola Sarana Distribusi 
Perdagangan

Belanja BBM untuk tambahan operasional 
truk armroll dan pembinaan serta evaluasi 
terkait pelaksanaan kebersihan dan e-
retribusi pasar

Januari - 
Desember

4 Dokumen 762.639.000 Sub koordinator 
Pemberdayaan 
Pengelola Sarana 
Perdagangan 

Penyediaan ATK untuk kegiatan administrasi 
di UPTD Pasar, sehingga setiap kegiatan 
dapat terlaksanan secara tertib administrasi 
dan terdapat arsip sebagai bukti 
pelaksanaan kegiatan

JANUARI,AP
RIL,JULI,OKT

OBER

Penyediaan Bahan dan Peralatan 
Kebersihan untuk di UPTD Pasar I sampai IV 
untuk memujudkan pasar yang bersih, 
nyaman, dan sehat serta untuk mencapai 
Pasar SNI

APRIL

Pembinaan dan evaluasi terkait 
pelaksanaan kebersihan, e-retribusi, dan 
capaian target pendapatan

Januari - 
Desember

Penyediaan Tenaga P2K (Petugas 
Penunjang Kegiatan):

Januari - 
Desember

Penyediaan Tenaga Juru Pungut Retribusi 
sejumlah 5 orang di UPTD Pasar

Penyediaan Tenaga Kebersihan sejumlah 10 
orang di UPTD Pasar
Penyediaan Tenaga Keamanan sejumlah 5 
orang di UPTD Pasar
Pelaksanaan Penilaian BMD berupa Kios-kios 
kosong di UPTD Pasar I-IV untuk kemudian 
dilaksanakan pelelangan melalui KPKNL

APRIL

KEPALA BIDANG 
SARANA 

PERDAGANGAN
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NO
Tujuan dan Sasaran 

Strategis
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Kinerja

Triwulan
URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN
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Pengembangan dan Pemeliharaan Website 
SIRDA (Sistem Informasi Retribusi Daerah) 
yang digunakan untuk database serta 
sarana pendukung pelaksanaan e-retribusi 
dan legalitas dokumen Kios, Los, dan 
Lesehan

APRIL

Terpenuhinya jaringan internet untuk 
pelaksanaan e-retribusi dan penggunaan M-
pos

Januari - 
Desember

Pelaksanaan Event Gebyar Pasar JULI
Pemberdayaan Pengelola Sarana 
Distribusi Perdagangan

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan 
dan Pengendalian kepada 
Pengelola Sarana Distribusi 
Perdagangan

Belanja BBM untuk operasional pembinaan 
dan pemantauan PKL dan SRG

JANUARI-
DESEMBER

4 Dokumen 401.207.000 Sub koordinator 
Pemberdayaan 
Pengelola Sarana 
Perdagangan 

Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan 
Sosialisasi SRG

APRIL DAN 
SEPTEMBER

Penyediaan Tenaga P2K (Petugas 
Penunjang Kegiatan):

Januari - 
Desember

Penyediaan Tenaga Pengolah Data 3 Orang

Penyediaan Tenaga Analis PKL dan SRG 2 
Orang
Penyediaan Tenaga Pengadministrasi 
Umum 3 Orang
Penyediaan Tenaga Pengawas Resi 
Gudang 1 Orang
Penyediaan Aplikasi Sistem Informasi 
Pedagang Kaki Lima
Belanja Lembur untuk Kegiatan 
Pemantauan Pedagang Kaki Lima se 
Kabupaten Kebumen

3, PROGRAM STABILISASI HARGA 
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN 
BARANG PENTING

- - - 195.309.000,00

Menjamin Ketersediaan Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang 
Penting di Tingkat Daerah 
Kabupaten/ Kota

- - - 103.242.000,00

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Ketersediaan Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang Penting di 
Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

Jumlah Laporan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Ketersediaan Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang 
Penting di Tingkat Agen dan Pasar 
Rakyat

Kegiatan rapat koordinasi distribusi dan 
ketersedian barang Kebutuhan Pokok dan 
Barang Penting

Juni 2024 381 Laporan 87.756.000 Sub koordinator 
Pengembangan Sarana 
Perdagangan

Kegiatan Sosialisasi Pupuk Bersubsidi 
terhadap Kios Pupuk Lengkap (KPL)

Juni 2024

Melaksanakan pembayaran jasa tenaga 
non ASN/P2K

Pengendalian Harga, dan Stok 
Barang Kebutuhan Pokok dan 
Barang Penting di Tingkat Pasar 
Kabupaten/Kota

- - - 92.067.000,00

Pemantauan Harga dan Stok 
Barang Kebutuhan Pokok dan 
Barang Penting pada Pasar 
Rakyat yang Terintegrasi dalam 
Sistem Informasi Perdagangan

Jumlah Laporan Pemantauan 
Harga dan Stok Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang Penting pada 
Pasar Rakyat yang Terintegrasi 
dalam Sistem Informasi 
Perdagangan

Kegiatan Pemantauan harga Kepokmas di 
23 Pasar Rakyat di Kabupaten Kebumen

Januari- 
Desember

365 Laporan 78.256.000 Sub koordinator 
Pengelolaan Sarana 
Perdagangan

Rapat Koordinasi Monitoring Kepokmas

Melaksanakan pembayaran jasa tenaga 
non ASN/P2K

Januari-
Desember

4, PROGRAM PENGEMBANGAN 
EKSPOR

- - - 104.070.000,00

Penyelenggaraan Promosi 
Dagang Melalui Pameran Dagang 
dan Misi Dagang bagi Produk 
Ekspor Unggulan yang Terdapat 
pada 1 (Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota

- - -

Misi Dagang bagi Produk Ekspor 
Unggulan

Jumlah Pelaku Usaha yang 
Difasilitasi dalam Misi Dagang 
Produk Ekspor Unggulan

Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam 
Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan

Januari-
Desember

3 Pelaku 
Usaha

87.608.000 Sub koordinator 
Pengelolaan Sarana 
Perdagangan

Kegiatan Pelatihan Ekspor dengan sistem 
cost sharing dengan PPEJP sekretariat 
Jenderal Kemendag RI dengan jumlah 30 
(tiga puluh) pelaku usaha Kab Kebumen

Mei 2024

Melaksanakan pembayaran jasa tenaga 
non ASN/P2K

Januari-
Desember

5, PROGRAM STANDARDISASI DAN 
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Persentase UTTP Yang Tertera - 68,69
Prosentase

188.072.000,00

Pelaksanaan Metrologi Legal, 
Berupa Tera, Tera Ulang, dan 
Pengawasan

Jumlah pelaksanaan dan 
pengawasan metrologi legal

- 2500 Unit 188.072.000,00

Pelaksanaan Metrologi Legal, 
Berupa Tera, Tera Ulang

Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat 
Timbang, dan Alat Perlengkapan 
Ditera Ulang

Jumlah pelaksanaan dan pengawasan 
metrologi legal

Januari-
Desember

2500 Unit 163.043.000 KEPALA UPTD METROLOGI 
LEGAL KEBUMEN

Kegiatan Pelayanan Tera dan Pengawasan 
Kemetrologian
Melaksanakan pembayaran jasa tenaga 
non ASN/P2K

Januari-
Desember

6, PROGRAM PENGGUNAAN DAN 
PEMASARAN PRODUK DALAM 
NEGERI

- - - 1.164.393.000,00

Pelaksanaan Promosi, Pemasaran 
dan Peningkatan Penggunaan 
Produk Dalam Negeri

- - - 1.164.393.000,00

Pelaksanaan Promosi 
Penggunaan Produk Dalam 
Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah UMKM yang memperoleh 
fasilitasi Promosi Penggunaan 
Produk Dalam Negeri di Tingkat 
Kabupaten/Kota

Fasilitasi PKL Kuliner dalam rangka 
mendukung KIE 2024 

Juni-Juli 50 UMKM 815.075.000  Sub koordinator 
Pengembangan Sarana 
Perdagangan

Seminar UMKM dalam rangka mendukung 
KIE 2024

Juni-Juli

Fasilitasi Stand Pameran UMKM dan lainnya Juni-Juli

KEPALA BIDANG 
PENGEMBANGAN 
PERDAGANGAN
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Pameran Luar Daerah Mei-
November

Monitoring dan Evaluasi Pusat perbelanjaan 
dan Toko Swalayan

Januari-
Desember

Operasional Griya Pamer Dekranasda Januari-
Desember

Meningkatnya PDRB 
ADHB Sektor 
Perindustrian

Persentase 
Peningkatan PDRB 
ADHB Sektor 
Perindustrian

% 6,15 6,15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.467.698.000,00

1, 6,15 PROGRAM PERENCANAAN DAN 
PEMBANGUNAN INDUSTRI

Persentase Pertumbuhan Produksi 
Gula Kelapa dan Rokok Bercukai

- 20,43 % 1.338.400.000,00

Penyusunan dan Evaluasi 
Rencana Pembangunan Industri 
Kabupaten/Kota

jml Industri yg terbina jml Industri 
yg terbina

- 100 Orang
100 Orang

1.338.400.000,00

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan Kebijakan 
Percepatan Pengembangan, 
Penyebaran dan Perwilayahan 
Industri

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi dan Pelaksanaan 
Kebijakan Percepatan, 
Pengembangan, Penyebaran dan 
Perwilayahan Industri

Hibah Banlat untuk IKM
- Peralatan Sabut Kelapa
- Peralatan Mesin Jahit
- Peralatan Bengkel Motor 
-  Alat untuk Gempal Panggel Berdikari

Januari-
Desember

5 Dokumen 94.540.000 Sub koordinator 
Pengelolaan Informasi 
Industri

Fasilitasi Badan Hukum Januari-
Desember

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan Pembangunan 
Sumber Daya Industri

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan pelaksanaan 
Pembangunan Sumber Daya 
Industri

Pelatihan untuk IKM
- Pelatihan Komputer dan Internet
- Pelatihan Pembinaan dan Pelatihan 
Menjahit
- Pelatihan Kemasan dan Pemasaran
- Pelatihan SDM Mendukung UMKM

Februari, 
April, Mei

3 Dokumen 170.094.000 Sub koordinator 
Pengelolaan Informasi 
Industri

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan Pembangunan 
Sarana dan Prasarana Industri

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 
Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Industri

Hibah Banlat untuk IKM
- HIbah Bantuan Peralatan Batik 
- Hibah Bantuan Peralatan untuk PKK

Januari-
Desember

4 Dokumen 94.640.000 Sub koordinator 
Pembangunan Industri

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan Pemberdayaan 
Industri dan Peran Serta 
Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 
Pemberdayaan Industri dan Peran 
Serta Masyarakat

Pembangunan Gedung SIHT Tahap 2 dan 
Pengelolaan SIHT

Januari-
Desember

2 Dokumen 950.000.000 Sub koordinator 
Pembangunan Industri

Pengawasan Pembangunan Gedung SHIT 
tahap 2
Lelang Pemanfaatan BMD Gedung SIHT

2, PROGRAM PENGENDALIAN IZIN 
USAHA INDUSTRI

Persentasi Dokumen Perijinan Yang 
Terfasilitasi Persentasi Dokumen 
Perijinan Yang Terfasilitasi

- 100 %
45 Dokumen

91.072.000,00

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), 
Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), 
Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) 
dan Izin Perluasan Kawasan 
Industri (IPKI) Kewenangan 
Kabupaten/Kota

jml dokumen perijinan industri yg 
terfasilitasi

- 300
Dokumen

91.072.000,00

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengawasan terhadap Perizinan 
Berusaha sektor perindustrian 
yang menjadi kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 
dan Sinkronisasi Pengawasan 
Perizinan di Bidang Industri dalam 
Lingkup Perizinan Usaha Industri, 
Perizinan Perluasan Usaha Industri, 
Perizinan Kawasan Industri dan 
Perizinan Perluasan Kawasan 
Industri Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Fasilitasi perijinan : 
- SP-PIRT  30 IKM, 
- Uji Nutrisi 30 IKM, 
- HAKI/Merk 3 IKM

Januari-
Desember

45 Dokumen 85.656.000 Sub koordinator 
Pengendalian Industri

Melaksanakan pembayaran jasa tenaga 
non ASN/P2K

Januari-
Desember

3, PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM 
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Jumlah Dokumen Informasi Industri - 1 Dokumen 38.226.000,00

Penyediaan Informasi Industri 
untuk Informasi Industri untuk IUI, 
IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen Data Industri
Jumlah dokumen Data Industri

- 1 Dokumen
1 Dokumen

38.226.000,00

Fasilitasi Pengumpulan, 
Pengolahan dan Analisis Data 
Industri, Data Kawasan Industri 
serta Data Lain Lingkup 
Kabupaten/Kota Melalui Sistem 
Informasi Industri Nasional (SIINas)

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 
Pengumpulan, Pengolahan dan 
Analisis Data Industri, Data 
Kawasan Industri serta Data Lain 
Lingkup Kabupaten/Kota Melalui 
Sistem Informasi Industri Nasional 
(SIINas)

Update data Industri dan fasilitasi 
pendaftaran akun SIINAS

Januari-
Desember

1 Dokumen 35.866.000  Sub koordinator 
Pengendalian Industri

Melaksanakan pembayaran jasa tenaga 
non ASN/P2K

Januari-
Desember

25.590.383.272,00

Kebumen, 2 Januari 2024

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN KEBUMEN

Drs UDY CAHYONO, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP 196702261986071001
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